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A. PENDAHULUAN

Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1),
sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif.
Pada umumnya, yang sering ditulis dalam beberapa literatur adalah peraturan-
peraturan hukum administratif yang bersanksi pidana (hukum pidana administrasi),
seperti misalnya antara lain: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal; Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah
dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998. Namun, kali ini yang semula dalam
Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tidak diatur mengenai ketentuan pidananya,
ternyata dalam perkembangannya sudah dirasa perlu atau penting untuk
mencantumkan ketentuan pidana dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang
akan datang. Hal itu ditunjukan sehubungan dengan adanya Rancangan Undang-
undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu
sebagaimana yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR-RI.

Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-
undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat
dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan
ketentuan pidana dalam hukum administrasi. Hukum administrasi pada dasarnya
merupakan hukum mengatur atau hukum pengaturan, yaitu hukum yang dibuat
dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau kekuasaan pengaturan, sehingga
penggunaan istilah hukum pidana administrasi sering pula disebut dengan hukum
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pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan. Dengan
demikian, hukum pidana administrasi itu merupakan perwujudan dari kebijakan
menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan
norma yang ada dalam hukum administrasi tersebut.

Sehubungan dengan telah adanya Rancangan Undang-undang tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, maka yang menjadi
pertanyaan: apakah relevan memfungsikan hukum pidana sebagai sarana untuk
menegakkan norma dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang.
Pertanyaan ini mengemuka, karena apabila dikaitkan dengan hukum administrasi
yang bersanksi pidana, seperti Undang-undang tentang Pasar Modal, Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Perbankan,
Undang-undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
dan masih banyak lagi. Kesemuanya lebih banyak mengatur mengenai kegiatan di
bidang ekonomi. Sedangkan yang menyangkut perkawinan, apakah tidak sebaiknya
cukup jika diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena, di
dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang KUHP 1999-2000 telah diatur
mengenai hal tersebut dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana terhadap Asal-usul dan
Perkawinan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 410), dan Bab XXIX tentang Tindak
Pidana Jabatan (Pasal 576, Pasal 577, Pasal 580).

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Masalah penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana dalam Undang-
undang tentang Perkawinan, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan
hukum pidana. Dikaitkan dengan diskusi ini, Barda Nawawi Arief mempertanyakan: *
apakah penggunaan hukum pidana dalam bidang administrasi di Indonesia dapat

disamakan dengan administratif penal law.
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